BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan—; Basuki Rahmat No.10 PrayaKabupatenLombok Tengah
Email  baweslulomboktengah @gmail com

Nomor : 310/K/PM.00.02/NB-04/10/2024 Praya, 10 Oktober 2024
Sifat : Penting

Lampiran -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Temprina Media Grafika
Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

(Jalan
di -

Karang Agung No.4-lama No.45)

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI1/2019;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024,
B. Ketentuan

Undang — undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui

Undang — undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang —

undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang — undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang — undang;

Pasal 80

(1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah
dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai
cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

(2) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan besarnya jumlah surat
suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

(3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk
pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

Pasal 82

(1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari
jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan harus
menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.

Pasal 190A

Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama

dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari
jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima

ratus juta rupiah)
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C. Isi Imbauan
Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dalam
pelaksanaan pengadaan kebutuhan dan pendistribusian logistik dalam Pemilihan

Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Pihak

Perusahaan (Penyedia) untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
kebutuhan logistik surat suara untuk Pemilihan Serentak 2024.

2. Memastikan jumlah surat suara yang dicetak tidak melebihi jumlah yang telah
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah.

3. Menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara dalam proses
percetakan, pengemasan dan pengiriman kepada KPU Kabupaten Lombok
Tengah.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya

disampaikan terima kasih.

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip
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